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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BONTANG

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan administrasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan peningkatan kineija dan 
kelancaran penyelenggaraantugan layanan, perlu menetapkan Standar 
Operasional Prosedur.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Dinas tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang -  Undang Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang -  Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan;



Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaxnan Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sebagaimana tercantum 
pada Lampiran Peraturan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dictum 
KESATU terdiri atas 2 (Dua) Bagian dan 3 (Tiga) Bidang, yaitu :
a. Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Penanaman Modal
d. Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
e. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan

KETIGA : Setiap Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dalam pelaksanaan fungsinya wajib mengikuti ketentuan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang
padatanggal : 1 Nopember2019


